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Permasalahan yang dihadapi

* Ketimpangan penguasaan tanah

— Data BPN 2010: 52% aset terutama tanah
dikuasai oeh 0,2% orang Indonesia.

— 84% Petani menguasai tanah kurang dari 1
hektar
* Ketimpangan alokasi kawasan hutan (2010)

— untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) 9,39 juta
hektar; 262 unit perusahaan

— HPH untuk 21,49 juta hektar; 303 unit
perusahaan

— Hutan Tanaman Rakyat (HTR) hanya seluas
631.628 hektar.




1 menit 1 KK Petani berkvrang

* Sensus Pertanian BPS,
terjadi penurunan jumlah
petani dari 31,17 juta
RTP pada 2003 menjadi
26,13 juta RTP pada
tahun 201 3.

* Rata-rata 1 KK/menit
beralih dari petani ke

kegiatan non-pertanian.



Kelergantungan Pangeamn

* Data BPS Januari-
November 2013,
pemerintah Indonesia
tercatat mengimpor lebih
dari 17 miliar kilogram
bahan pokok senilai US$

8,6 miliar atau setara Rp
(kurs: Rp 104,9 ftriliun).




Daftar Komoditas Impor Jan-Des 2013

No Komoditi Nilai Impor Voume Negara eksportir
1 |Beras US $ 226,4 juta |432,8 juta kg | Viernam, Thailand, India,
Pakistan, Myanmar
2 |Jagung US$ 822,35 | 2,8 miliar kg |India  Brasil, @ Argentina,
juta Thailand, Paraguay
3 | Kedelai US$ 1 miliar 1,62 miliar [AS, Argentina, Malaysia,
kg Paraguay, Uruguay
4 | Biji Gandum US$ 2,26 miliar | 6,21 milair | Australia, Kanada, AS, India,
kg Ukraina
5 |Tepung Terigu |US$ 74,9 juta 185,8 juta kg | Srilanka, India, Turki,
Ukraina, Jepang
6 | Gula Pasir US$ 44,4 juta 75,8 juta kg |Thailand, Malaysia,
Australia, Korea Selatan,
Seandia Baru
7 | Gula Tebu US$ 1,5 miliar |3,01 miliar | Thailand, Brasil, Australia,
kg El Savador, Afrika Selatan
8 |Daging sejenis |US$ 185,8 juta |41,5 juta kg |Australia, Selandia Baru, AS,
Lembu Singapura
9 |Jenis Lembu US$ 271,2 juta | 104,4 juta kg | Australia
10 | Daging ayam |US$ 30,259 10.825 kg Malaysia
11 | Garam US$ 85,6 juta 1,85 miliar | Australia, India, Selandia

kg

Baru, Jerman, Denmark




Keonflik egraria yang melvas

Komnas HAM mencatat: Sepanjang * Tindakan represif

sepuluh tahun kekuasaan SBY (2004 mengakibatkan 1.354 orang
-2014), telah terjadi 1.391 konflik ditahan, 553 mengalami luka-
agraria di seluruh wilayah Republik luka, 110 tertembak peluru
Indonesia, dengan areal konflik aparat, serta tewasnya 70
seluas 5.711.396 hektar, dimana orang

melibatkan lebih
dari 926.700 kepala keluarga

Konflik agraria yang terjadi di
sektor perkebunan sebanyak 536
konflik, bidang infrastruktur 515
konflik, sektor kehutanan 140
konflik, sektor tambang 90 konflik,
sektor pertanian 23 konflik, pesisir-
kelautan 6 konflik dan lain-lain.




Maefia fanah merajalela

Tiga aktor utama:
* Oknum pengusaha hitam
* Oknum BPN yang rentan menerima suap

* Oknum penegak hukum yang mengambil
manfaat dari administrasi pertanahan
yang lemah

Tanah masyarakat menjadi terampas



Data Tanah Terlantar (BPN, 2014)

o | |t e
i HAT/DPAT AWAL) TERINDIKASITERLANTAR
et 1 HGU 1.876.550 Ha 961.830 Ha
= 2 HGB 717.596 Ha 68.869 Ha
3 HP 9.712 Ha 8.389 Ha

4 HPL 560.589 Ha 227.709 Ha

5 JIN LOKASI 4.693.951 Ha 3.535.076 Ha
JUMLAH 1.218.401 Ha 4.801.875 Ha

(1.283 bidang)




Permasalahan legislasi

* UUPA telah disektoralisasi
dan prinsip keadilan sosial
di dalam UUPA tidak
diikuti oleh UU Sektoral

RUU Pertanahan
untuk memperkuat

* UU sektoral tumpang prinsip-prinsip yang
tindih, menyebabkan terdapat di dalam
konflik, masyarakat UUPA

kehilangan tanah, dan
degradasi lingkungan.



Isu Krusial dalam RUU Pertanahan

1. Kedudukan RUU Pertanahan terhadap UUPA dan
UU Sektoral lainnya

2. Penertiban Hak Pengelolaan

3. Bab Khusus tentang Hubungan masyarakat adat
dengan tanah

4. Hak Perempuan di bidang pertanahan
5. Pembatasan dan penertiban HGU

6. Membingkai kebijokan mengenai Reforma
Agraria

/. Pengawasan pertanahan

8. Penyelesaian sengketa




ol Posisi RUU Pertanahan

! terhadap UUPA 1960

* RUU Pertanahan tidak menggantikan UUPA

* RUU Pertanahan mengimplementasikan
UUPA 1960 dengan cara:

— Mengatur lebih lanjut ketentuan di dalam UUPA
yang belum ada undang-undangnya

— Melengkapi ketentuan di dalam UUPA,
khususnya berkaitan dengan hak ulayat dan hak
atas tanah.

— Mempertegas ketentuan berkaitan reforma
agraria

— Mengoreksi sektoralisme pengaturan
pertanahan yang lahir setelah UUPA




UUPA 1960

RUU

UU No. 2 Tahun 1960 tentang
Perjanjian Bagi Hasil

UU No. 51 Prp. Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa
Izin Yang Berhak atau Kuasanya

UU No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian

UU 20/1961 tentang Pencabutan Hak
atas Tanah dan Benda-benda Yang
Ada Di Atasnya

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah

UU No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum

PERTANAHAN

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(UUK)

UU No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi

UU No. 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun

UU No. 27 Tahun 2007 yang diubah
dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan
Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya



Sistematika RUU Pertanahan

Bab | Ketentuan Umum

Bab Il  Tujuan dan Asas

Bab Il Hubungan Bangsa dan Negara dengan Tanah

BAB IV Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah
Bab V  Hak atas Tanah

Bab VI Reforma Agraria

Bab VIl Pendaftaran Tanah

Bab VIl Perolehan Tanah untuk Kepentingan Umum, Pengalihfungsian
Tanah, serta Tukar-menukar tanah

Bab IX Penyediaan Tanah untuk Keperluan Peribadatan dan Sosial
Bab X Pengawasan Pertanahan

Bab XI Penyelesaian Sengketa

Bab XIl Sanksi

Bab XlII Penyidikan

Bab XIV Ketentuan Pidana
Bab XV Ketentuan Peralihan
Bab XVI Ketentuan Penutup



Penafican [ak Pengelelaan

Subjek HPL adalah Instansi
pemerintah tertentu
(Kementerian, Pemerintah
daerah, Pemerintah desa)
yang memiliki kewenangan
untuk mengalokasikan
tanah kepada masyarakat

Pemegang Hak Pengelolaan
memiliki wewenang untuk:

q.

menyusun rencand rinci
peruntukan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah
sesudi dengan rencana tata
ruang wilayah;
menyerahkan pemanfaatan
bagian bidang tanah hak
pengelolaan kepada warga
masyarakat; dan

menggunakan sebagian
dari tanah untuk mendukung
pelaksanaan tugasnya.



Flubvungan Masyarakat Adal dg Tanalh

Perlu ada Bab khusus dalam
RUU Pertanahan mengatur
mengenai hubungan
masyarakat adat dengan tanah

Pengakuan/pendaftaran
terhadap wilayah adat (hak
ulayat) tidak harus didahului
dengan penetapan subjek
hukum masyarakat adat

Hubungan masyarakat adat
dengan tanah sesuai dengan
karakteristik genealogis,
teritorial , dan tanah adat
individual.

* Penggunaan dan pemanfaatan

bagian bidang tanah ulayat untuk
keperluan warga masyarakat
hukum adat dan orang luar
sekedar dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan pokok hidupnya
dilakukan berdasarkan hukum
adat

Pemanfaatan tanah ulayat oleh
pihak ketiga atau warga
masyarakat hukum adat untuk
kegiatan usaha tertentu dapat
dilakukan berdasarkan
persetujuan tertulis dari
masyarakat hukum adat mengenai
penyerahan pemanfaatan tanah
serta bentuk dan besarnya nilai
rekognisi.



Hak atas fcanalh

Macam hak atas tanah Hak pakai terdiri atas:

antara lain: * hak pakai dengan
jangka waktu tertentu;

a. hak milik;
dan
b. hak guna usahg; S A B
c. hak guna bangunan; digunakan.
d. hak pakai; dan Hak lainnya:

* Hak
e. hak sewa untuk el e ruqng,
atas tanah dan ruang di

bangunan. bawah tanah.



Prinsip Umum

Setiap penggunaan dan
pemanfaatan tanah harus
didasarkan kepada hak atas tanah,
kecuali:

a. tanah yang diperuntukkan untuk
ruang publik;

b. tanah yang ditetapkan sebagai
situs purbakala; atau

c. tanah yang secara topografis
dan geologis dapat
membahayakan kehidupan
manusia, flora dan fauna yang
dilindungi, serta lingkungan
setempat.

Penggunaan tanah di
dalam kawasan hutan
harus berdasarkan hak
atas tanah, misalkan Hak
Pengelolaan untuk instansi
kehutanan, termasuk HGU
untuk usaha hutan tanaman
di dalom kawasan hutan.



Pembaiasan Hak afas fanalh

Pemerintah menentukan batas minimum ¢
dan maksimum penguasaan dan
pemilikan tanah.

Batas minimum untuk kepemilikan
tanah pertanian ditentukan dengan
luas yang dapat menjamin hidup
layak dengan mempertimbangkan:

a. ketersediaan tanah pertanian;

b. tingkat produktivitas lahan
pertanian; dan

c. perkembangan penggunaan
teknologi pertanian

Batas luas minimum untuk kepemilikan
tanah pemukiman ditentukan dengan
mempertimbangkan:

d. jaminan tempat tinggal yang layak;
b. tujuan penggunaan tanah; dan
c. Pola pembangunan perumahan.

Batas luas maksimum untuk kepemilikan
tanah pertanian dan permukiman
ditetapkan di setiap kabupaten /kota
dengan mempertimbangkan :

a. jaminan pemerataan penguasaan
dan pemilikan tanah;

b.tingkat kepadatan penduduk; dan

c. ketersediaan tanah.



Hak Gunea Usaha

Hak guna usaha
diberikan untuk kegiatan
usaha pertanian,
perkebunan, kehutanan
tanaman, peternakan,
pertambakan, dan budi
daya perikanan atau
rumput laut berdasarkan
pada penggunaan
tanah.

Pemberian hak guna
usaha untuk usaha
kehutanan tanaman
dilokukan berdasarkan
izin dari menteri yang
mengurusi bidang
kehutanan.

Pemberian hak guna
usaha yang berada di
wilayah masyarakat
hukum adat dilakukan
setelah diperoleh
persetujuan tertulis oleh
masyarakat hukum adat.



Hak guna usaha dapat
diberikan untuk 1 (satu)
badan hukum atau
kelompok badan hukum
dalam 1 (satu) provinsi
dengan luas paling
banyak:

— untuk semua komoditas
perkebunan diberikan
dengan luas paling
banyak 10.000 (sepuluh
ribu) hektar.

— untuk pertanian atau
tambak diberikan dengan
luas paling banyak 50
(lima puluh) hektar.

Hak guna usaha untuk
usaha skala besar bagi
badan hukum atau
kelompok badan hukum
yang mencukup seluruh
wilayah Indonesia dapat
diberikan paling banyak
100.000 (seratus ribu)
hektar



Refferma Agraria

Pelaksanaan Reforma Agraria, meliputi : Tanah Objek Reforma Agraria
a. Tanah kelebihan yang terkena ketentuan batas

a. Penetapan Tanch Objek Reforma maksimum berdasarkan ketentuan yang berlakuy;

Agraria. b. Tanah yang terkena ketentuan absentee berdasarkan

b. Penerima Tanah Objek Reforma ketentuan yang berlakv;

. . Tanahn r kas Tanah terlantar;
Agrqnq. C anah negara bekas Tanah terlantar;

Tanah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;

¢. Kelembagaan Reforma Agraria. e. Tanah hak yang jangka waktunya sudah berakhir dan

tidak diperpanjang;
f. Tanah negara bekas hak barat yang tidak dimintakan

Penerima Reforma Agraria han
a. Perseorangan warga negara g. Tanah negara berasal dari tanah timbul dan Tanah
Indonesia tumbuh;

h. Tanah negara bekas swaprajag;

b. Koperasi yang anggotanya yang

> . i 3 . Tanah negara berasal bekas pertambangan mineral,
terdiri dari warga negara indonesia batubara,dan panas bumi yang sudah direklamasi;

tunggal i-  Tanah yang diserahkan oleh pemegang haknya kepada

c. Serikat Petani, dan Negara untuk Reforma Agraria; dan

k. Tanah negara yang diperoleh melalui cara-cara tertentu
d. Serikat Nelayan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pemberdayaan terhadap
penerima TORA.

-0 o0 ToQ

Pengembangan usaha;
Sarana dan prasana
Pelatihan;

Jaminan kredit perbankan;
Jaminan Modal;

Perlindungan dan jaminan
akse pasar; dan

Jaminan pembelian produk
hasil pertanian

Bimbingan teknis untuk
koperasi tani dan nelayan



Kewajiban dan larengan bagi

TORA .

menggunakan dan .
mengusahakan sendiri
Tanahnya secara
produktif;

menaati ketentuan dan
syarat menggunakan
dan/atas
mengusahakan Tanah.

penerima IORA

Kewajiban penerima Penerima TORA dilarang

menelantarkan Tanah;

mengalihkan Hak Atas
Tanahnya dalam waktu 20
tahun sejak lahirnya hak
atas tanah;

memerintahkan pihak lain
untuk menggunakan dan
mengusahakan Tanahnya;
dan/atau

mengalihfungsikan
penggunaan dan
pemanfaatan tanahnya.



Pengawasan Perianahan

* Pengawasan
dilokukan dalam
bentuk:

— Pemantauan,
— Evaluasi

— Pelaporan

* Pengawasan
pertanahan
dilakukan dengan
melibatkan
masyarakat

Pengawasan pertanahan wajib
dilakukan oleh Menteri,
Gubernur, Bupati/Walikota dan
pejabat yang berwenang
terhadap pemberian hak atas
tanah yang diterbitkan
berdasarkan kewenangannya.

Pengawasan dilakukan paling
sedikit satu kali dalam lima tahun.

Hasil pengawasan menjadi dasar
untuk melakukan tindakan hukum
penertiban hak atas tanah.



Penyelesaian Senglkefie

Sifat sengketa pertanahan

Jenis sengketa: struktural
* Sengketa pertanahan * melibatkan banyak orang
konvensional baik secara bersama-sama
* Sengketa pertanahan maupun komunal;
struktural * terjadi karena adanya

ketimpangan penguasaan
dan pemilikan tanah antara
kelompok masyarakat
dengan orang atau badan
hukum; dan

* berdimensi pelanggaran hak
asasi manusia;



Forum penyelesaian sengketa

Tiga forum penyelesaian sengketa pertanahan

* Penyelesaian non-yudisial
— negosiasi, mediasi, dan arbitrase

— Peradilan adat

* Penyelesaian quasi-yudisial melalui Komisi

Nasional Penyelesaian untuk Konflik Agraria
(KNuPKA)

* Penyelesaian yudisial melalui pengadilan
agraria




Kelenfuen Peralihan

Terhadap Hak Pengelolaan
yang sudah berlangsung
sebelum berlakunya Undang-
Undang ini harus dilakukan
penyesuaian dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun.

Terhadap penyerahan
pemanfaatan bagian tanah
Hak Pengelolaan yang ada
sebelum berlakunya Undang-
Undang ini, masih tetap
diberlakukan sampai dengan
masa berakhirnya perjanjian
penyerahan pemanfaatan
tanah yang bersangkutan.

Pengukuhan keberadaan hak
ulayat dilaksanakan paling
lama dalam waktu 5 tahun
sejak berlakunya undang
undang ini.

Bagian bidang tanah ulayat
yang sudah diperoleh dan
dipunyai secara sah oleh
perseorangan atau badan
hukum dengan Hak Atas
Tanah sebelum berlakunya
Undang-Undang ini, tetap
diakui berdasarkan Undang-
Undang ini.



Terhadap Hak Guna Usaha
dan Hak Guna Bangunan
yang sudah ada sebelum
berlakunya Undang-Undang
ini masih tetap diberlakukan
sampai dengan masa
berakhirnya jangka waktu
Hak Guna Usaha dan Hak
Guna Bangunan.

Terhadap Hak Guna Usaha
dan Hak Guna Bangunan
yang sudah berakhir jangka
waktunya, dapat
diperpanjang kembaili
dengan mengikuti ketentuan
yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

Presiden memberntuk Komnas
Sengketa Pertanahan paling
lambat satu tahun sejak UU
berlaku

Sebelum Komnas Sengketa
Pertanahan terbentuk,
kewenangan penyelesaian
sengketa pertanahan struktural
diselenggarakan oleh Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam hal menjalankan tugas dan
wewenang menyelesaikan
sengketa pertanahan struktural,
Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia membentuk sub-komisi
yang terdiri dari 5 orang
komisioner dan didukung oleh
sekretariat jenderal Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia.



